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ABSTRAK  

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan kondisi 

sosial masyarakat yang dinamis sehingga miliki berbagai permasalahan 

sosial budaya yang dihadapi. Dibalik kondisi tersebut, Kota Surabaya 

berhasil menjadi Kota Layak Anak kategori utama selama enam tahun 

berturut turut. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

proses agenda setting yang terdiri dari tiga aliran yaitu aliran masalah, aliran 

politik dan aliran kebijakan tersusun dalam pengembangan Kota Layak Anak 

di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menghimpun sumber data primer dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen 

yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah yang paling mendominasi dari 

proses agenda setting pada pengembangan Kota Layak Anak di Kota 

Surabaya adalah aliran kebijakan. Aliran kebijakan memiliki peranan yang 

terbesar sehingga memunculkan berbagai Solusi alternatif dalam 

pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Adapun faktor-faktor 

lain yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan Kota Layak Anak di 

Kota Surabaya yaitu ketersedian fasilitas dan inovasi pemenuhan hak nak, 

komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat dan keterlibatan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM).  

Abstract 

Surabaya is the second largest city in Indonesia, and it has a dynamic social 

fabric and faces various socio-cultural challenges. Despite these conditions, 

Surabaya has maintained its status as a primary child-friendly city for six 

consecutive years. The research aims to describe and analyze the agenda-

setting process, consisting of three streams: the problem stream, the political 

stream, and the policy stream, in developing Surabaya as a child-friendly 

city. This study employs a qualitative approach, gathering primary data 
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through interviews, observations, documentation, and secondary data 

collected from relevant documents. This research indicates that the policy 

stream predominantly influences the agenda-setting process in the 

development of Surabaya as a child-friendly city. The policy stream plays the 

most significant role, leading to the emergence of various alternative 

solutions in the development of Surabaya as a child-friendly city. Other 

factors influencing the development of Surabaya as a child-friendly city 

include the availability of facilities and innovative child rights fulfillment, 

government commitment, public awareness, and the involvement of Non-

Governmental Organizations (NGOs). 

PENDAHULUAN  

Anak merupakan salah diantara subtansi yang oleh suatu bangsa, yang berperan sebagai 

penentu suatu bangsa (Andhini & Arifin, 2019). Anak- anak adalah investasi dalam sumber daya 

manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dianggap sebagai 

modal manusia yang tak ternilai dalam pembangunan suatu bangsa (Widiyanto et al., 2021). 

Berhubungan dengan pertumbuhan anak di Indonesia, berdasarkan hasil data sensus 2020 

menunjukkan jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 272,6 juta jiwa, senada dengan ini menurut 

data dari Sistem Informasi Gender dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) jumlah anak Indonesia adalah 29,15 % diantara jumlah penduduk 

Indonesia. Secara rinci negara Indonesia dengan luas wilayah sebesar 1.916.906,77 km2 (Badan Pusat 

Statistik, 2022) terdapat jumlah penduduk sebanyak 272.682.515 jiwa (Proyeksi Penduduk Interim 

2020-2023, BPS 2021). Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 79.486.424 jiwa atau sekitar 

29.15% dari total populasi Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Sisanya, sekitar 70.85%, 

adalah penduduk usia dewasa. Data tersebut mengarahkan bahwa satu pertiga populasi Indonesia 

terdiri dari anak-anak. Distribusi populasi di lebih dari 17.000 pulau yang mencakup jarak lebih dari 

5.000 km dari barat ke timur. Populasi anak dan persebarannya tersebut artinya Indonesia telah 

menggenggam potensi secara penuh. 

Sebagai wujud pengembangan potensi anak yang terlibat dalam proses pembangunan, 

pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diperkenalkan oleh 

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005. Konsep KLA disusun oleh 

KemenPPA sebagai langkah pemerintahan kabupaten/kota untuk akselerasi implementasi Konvensi 

Hak Anak (KHA) dari aspek hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, 

termasuk kebijakan, institusi, dan program yang mendukung kondisi layak anak. Model Kota Layak 

Anak menunjukkan bagaimana kota membangun sistem pembangunan berbasis hak anak dengan 

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara 

terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk 

memastikan hak anak dipenuhi. KLA dirancang untuk memasukkan hak anak ke dalam perencanaan 
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dan pembangunan kabupaten/kota. Pada dasarnya, pembangunan yang peduli anak adalah ketika hak 

anak dihargai, dilindungi, dan dipenuhi (Fithriyyah, 2017)  

 
Gambar 1. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2022 dan 2023 

Sumber: Kemenpppa.go.id 

Program Kota Layak Anak dilaksanakan kompetisi oleh KemenPPA. Ini juga merupakan cara 

untuk mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota atas komitmennya yang kuat untuk mewujudkan 

KLA dengan menerapkan 24 indikator dan mengupayakan berbagai strategi untuk pemenuhan dan 

perlindungan hak anak melalui KLA. Dari kompetisi tersebut telah memberikan Penghargaan 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 (tiga ratus enam puluh) kabupaten/kota untuk 

mendukung Program Kota Layak Anak. Jumlah penghargaan tersebut terbagi atas Kategori Utama 

dengan 19 Kota/Kabupaten, kategori Nindya 76 Kota/Kabupaten, kategori Madya mecakup 130 

Kota/Kabupaten, dan kategori Pratama mencakup 135 Kota/Kabupaten. Dibalik pencapaian tersebut, 

sejumlah 19 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan Kategori Utama mendapatkan pencapaian 

yang luar biasa yaitu 8 daerah berhasil bertahan menduduki posisi dari tahun lalu yang meliputi Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Siak, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Jakarta Timur, Kota Probolinggo, 

Kabupaten Sleman, dan Kota Surabaya. 

Selaras dengan pencapaian tersebut, Kota Surabaya merupakan kota yang selalu giat dan 

bersinergi dalam pelaksanaan Kota Layak Anak dibuktikan dengan data yang terhimpun dari 

detik.com, Kota Surabaya berhasil selama enam kali berturut turut memperoleh anugerah Kota Layak 

Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Kemen PPPA). Pada tahun 2023, nilai 895 didapatkan Kota Surabaya sehingga dengan skor tersebut 

membawa Kota Surabaya menjadi peroleh nilai tertinggi se-Indonesia (Ramdhani, 2023). 

Penghargaan yang diperoleh Kota Surabaya dinilai telah menerapkan sistem pembangunan yang 

menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, 

menyeluruh, dan keberlanjutan (KumparanNEWS, 2023). Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU 

Perlindungan Anak, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi 

hak anak tanpa memandang hal apapun. 
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Tabel 1. Daftar Fasilitas dan Inovasi Penunjang Kota Layak Anak di Kota Surabaya 

Daftar Fasilitas dan Inovasi Penunjang Kota 

Layak Anak di Kota Surabaya 

Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) 

Forum Anak Surabaya (FAS) 

Kampung Belajar 

Kampung Sehat 

Kampung Aman 

Kampung Asuh 

Kampung Kreatif Inovatif 

Kampung Bebas Rokok dan Narkoba 

Wisata Ramah Anak 

Puskesmas Ramah Anak 

Sekolah Ramah Anak 

Ruang Bermain Ramah Anak 

Taman Kota Ramah Anak Disabilitas 

Sumber: Amanda (2023) 

Perjalanan Kota Layak Anak di Kota Surabaya merupakan jejak yang panjang. Kota Layak 

Anak di Kota Surabaya dimulai sejak 2011, ketika bergabung dengan 302 kabupaten/kota yang 

berkomitmen memperbaiki diri menjadi kabupaten/kota layak anak. Dikenal dengan kota sejuta 

inovasi, eksistensi tersebut tak bisa terhindarkan dari keberadaan KLA di kota yang penuh dengan 

inovasi ini. Pemerintah Surabaya terus sejak hadirnya KLA dan secara berkelanjutanya turut 

meghadirkan bermacam fasilitas anak dalam rangka pemenuhan haka nak. Dapat ditinjau di tabel 1.1 

bahwa inovasi dan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak di Kota Surabaya sangat beragam, bila kita 

cermati fasilitas yang hadir tersebut berusaha menjangkau anak ke lingkungan terdekat yaitu melalui 

kampung belajar, kampung sehat, kampung aman, kampung asuh, kampung bebes rokok dan narkoba. 

Tak kalah penting disediakan fasilitas wisata edukasi seperti ruang bermain anak dan taman kota 

ramah anak disabilitas serta sekolah ramah anak. 

Berdasarkan PermenPPPA bahwa pelaksanaan KLA memperhatikan kelembagaan dan lima 

klaster anak yang meliputi: (a) hak sipil dan kebebasan, (b) lingkungan dan pengasuhan alternatif, (c) 

kesehatan dan kesejahteraan (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (f) 

perlindungan khusus anak. Sebagai Kota Layak Anak kategori utama, Kota Surabaya sudah berupaya 

dalam pemenuhan seluruh klaster anak tersebut. Hak sipil merupakan hak pertama yang dipenuhi, 

untuk itu Kota Surabaya melalui Kartu Identitas Anak yang secara mudah dapat diajukan secara 

mandiri melalui KNG (Klampid New Generation). KIA diberikan kepada setiap anak yang lahir di 

Indonesia, dengan fokus pada usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari (Disdukcapil Kota 

Surabaya, 2024). Tujuan dari program ini adalah melindungi hak konstitusional anak sebagai warga 

negara, memberikan identitas resmi, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik melalui pengajuan 

di tingkat komunitas (Cordero Vinueza et al., 2023). KIA memiliki fungsi yang mirip dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) elektronik, namun dengan perbedaan, termasuk penggunaan sebagai alat 
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pembayaran bernama KatePay untuk mengajarkan anak-anak transaksi digital yang diawasi oleh 

orang tua. 

Komitmen dan urgensi pelaksanaan KLA di Kota Surabaya memiliki kebijakan yang tertuang 

dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). 

Dalam kebijakan tersebut menyebutkan bahwa Pusat Informasi dibentuk untuk terpenuhinya hak-hak 

anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kota 

Surabaya. PISA adalah pusat informasi yang berfokus pada menyediakan informasi yang lengkap. 

Oleh karena itu, itu bukan hanya wadah untuk melacak informasi; adalah tempat untuk bermain, 

meningkatkan kreativitas, berkonsultasi, dan memberikan pelayanan yang ramah anak. PISA 

memiliki banyak bentuk, termasuk perpustakaan yang ramah anak, pusat informasi dunia anak, mobil 

baca, pojok informasi digital untuk anak-anak, majalah dinding yang digunakan di sekolah, dan taman 

baca anak. 

Implementasi KLA sebenarnya bukan proses yang mudah tetapi penuh dengan dinamika 

politik, hal dapat dilihat dari beberapa pernyataan pejabat publik terkait dengan Kota Layak Anak. 

Berdasarkan pernyataan dari salah Ajeng anggota DPRD Kota Surabaya menyatakan terkait semua 

aktor di Surabaya wajib ramah kepada anak meliputi sekolah (sektor Pendidikan), industri pekerjaan 

hingga fasilitas publik (Mubyarsah, 2023). Sejalan dengan ini, Ketua DP3AP2KB mengutaran bahwa 

perlindungan anak-anak sama artinya dengan melindungi masa depan Kota Surabaya yakni melalui 

sinergi berbagai pihak diharapkan masa depan Kota Surabaya berada dalam keadaan aman dan 

Sejahtera (D-onenews.com, 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut, pejabat publik dalam memaknai 

KLA bisa beragam, ini berkorelasi pada keinginan politik yang sama. Jadi pemaknaan dinamika 

politik berkaitan dengan anak ialah perlindungan dan keselamatan anak-anak di Kota Surabaya 

dianggap sebagai aspek yang sangat penting untuk memastikan masa depan yang aman dan sejahtera. 

 KLA di Kota Surabaya, menarik untuk melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat 

dalam agenda setting kebijakan sehingga kebijakan tersebut menjadi suatu yang sangat diperhatikan, 

mengingat pula terdapat peran dan orientasi dari masing-masing aktor. Hal tersebut semakin menarik 

karena dibalik predikat Kota Surabaya sebagai Kota Terbesar Kedua di Indonesia dengan kondisi 

kepadatan penduduknya berhasil memperoleh predikat kategori utama Kota Layak Anak. Oleh karena 

itu peneliti mengambil judul “Multiple Streams Frameworks Dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2023 

Tentang PISA Kota Layak Anak Sebagai Upaya Transformasi Konvensi Hak Anak di Kota Surabaya”. 

Dalam penelitian ini akan mengelilingi proses agenda setting kebijakan dengan tiga aliran berbeda: 

aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political 

stream). Entrepreneur kebijakan akan berusaha menemukan ketiga aliran ini untuk memanfaatkan 
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untuk membuka pintu kebijakan (policy window). Dengan menggunakan Multiple Stream 

Frameworks, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik 

dalam merumuskan kebijakan, lebih baik memahami implikasi kebijakan, dan mengatasi 

kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat mendukung dalam pengembangan 

kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye (Revida et al., 2020), kebijakan publik adalah semua keputusan yang 

dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Bagi Dye, kebijakan publik itu harus meliputi apapun yang 

benar diinginkan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tetapi juga apa yang tidak dilakukannya, lebih 

lanjut hal ini karena apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan 

mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat. Secara kompleks 

mengenai pemaparan tersebut, Kebijakan publik merupakan segala keputusan pemerintah memilih 

untuk berpikir tentang melakukan atau tidak melakukan banyak hal karena mereka mengendalikan 

perselisihan masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk terus mengalami konflik dengan 

masyarakat lain; mereka memberikan berbagai jenis penghargaan.simbolik dan layanan material 

kepada anggota masyarakat; dan mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, biasanya dalam 

bentuk pajak. Oleh karena itu, kebijakan publik mungkin regulasi, organisasi, distribusi, ekstraktif 

atau apa pun ini segera. Friedrich mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan tindakan 

yang diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

memiliki berbagai kesulitan dan kesempatan. Diharapkan bahwa kebijakan ini membantu mengatasi 

masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan (Azharada & Meiwanda, 2022). Anderson (1979) 

dalam Revida et al. (2020) menggambarkan kebijakan publik merupakan tindakan yang secara 

sengaja dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam suatu kegiatan tertentu.  

Proses Kebijakan Publik 

Howlett dan Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2012) menyatakan proses kebijakan 

publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: Pertama, penyusunan agenda (agenda setting) yakni 

suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Kedua, formulasi kebijakan 

(policy formulation) yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah. Ketiga, pembuatan 

kebijakan (decision making) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu tindakan. Keempat, implementasi kebijakan (policy implementation) yaitu 

proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Kelima, evaluasi kebijakan (policy 

evaluation) yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan. 
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Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses 

kegiatan yang bersifat politis (Subarsono, 2012). Aktivitas politis tersebut terlihat dalam proses 

kegiatan yang meliputi penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, 

forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih 

bersifat intelektual. 

Berdasarkan pandangan mengenai proses kebijakan publik secara garis besar bahwa proses 

kebijakan publik merupakan serangkaian langkah yang melibatkan interaksi antara kegiatan politis 

dan intelektual. Pemahaman ini mencakup aspek formulasi masalah, perumusan kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, dengan penekanan pada berbagai dimensi 

analisis sesuai dengan pandangan masing-masing ahli.  

Agenda Setting 

Penyusunan agenda kebijakan atau tidak jarang disebut agenda setting merupakan proses 

mengarahkan suatu masalah menuju agenda kebijakan yang kemudian akan masuk ke jendela 

kebijakan sebagai akibat dari proses dan dinamika politik yang terjadi selama proses tersebut 

(Kingdon, 2014). Selanjutnya ada dua definisi untuk proses agenda ini, pertama agenda setting adalah 

proses teknis-administratif dan proses politis. Proses teknis-administratif yang mencakup kegiatan 

yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu atas nama publik dan proses 

politis mencakup perdebatan, pembentukan koalisi dan konflik kepentingan.  

Multiple Stream Framework 

Penelitian ini akan menggunakan multiple stream framework oleh John W. Kingdon untuk 

menjelaskan proses pembuatan kebijakan. Menurut Kingdon (2014) aliran masalah, aliran kebijakan, 

dan aliran politik adalah tiga aliran umum yang mengalir melalui sistem politik, dan kebijakan adalah 

hasil dari penggabungan (kovergensi) dari ketiga aliran tersebut. Dimulai dengan asumsi bahwa 

ketiga arus besar tersebut akan membuka "jendela" sebelum kebijakan dapat diterapkan. 

Lebih lanjut, Kingdon (Hamdi, 2014) membahas lebih lanjut tentang ketiga arus gelombang 

tersebut di antaranya problem stream (aliran masalah) yaitu situasi atau peristiwa yang terjadi di pusat 

masyarakat. Sebuah masalah harus dirasakan oleh masyarakat jika dianggap sebagai masalah. Faktor-

faktor yang mendorong pemerintah untuk menanggapi masalah dikenal sebagai aliran masalah. 

Kemudian, masalah inilah yang akan bersaing satu sama lain untuk diprioritaskan oleh pemerintah. 

Kingdon (2014) menjelaskan bahwa individu harus berpendapat bahwa tindakan harus diambil untuk 

mengubah kondisi yang ingin menjadi masalah. Indikator, peristiwa, dan umpan balik adalah tiga 

mekanisme yang membuat pembuat kebijakan atau pemerintah tertarik pada masalah. Indikator, 

adalah ukuran yang digunakan untuk memahami seberapa besar dan berubah sebuah masalah. 
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Selanjutnya, peristiwa (peristiwa) berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada masalah seperti 

bencana, pengalaman pribadi, dan simbol. Terakhir, umpan balik, memberikan informasi tentang 

kinerja saat ini dan menunjukkan bahwa tujuan tidak tercapai. Pemicu perhatian publik dan para 

pembuat kebijakan juga dapat disebut sebagai mekanisme ini, policy stream (aliran kebijakan) 

merupakan proses mencari solusi dalam aliran kebijakan ini layaknya memasak sup. Artinya bahwa 

dalam aliran kebijakan, ide-ide mengambang, berhadapan satu sama lain dan saling berkombinasi. 

Sejalan dengan ini kebijakan publik dapat dihasilkan dari pemahaman tentang masalah publik., dan 

politic stream (aliran politik) terdiri dari empat bagian. Suasana nasional, atau mood nasional, terdiri 

dari opini publik dan iklim opini. Komponen kedua adalah kekuatan politik terorganisir, yang terdiri 

dari partai politik, politik legislatif, dan kelompok penekan. Komponen ketiga adalah pemerintahan, 

yang mencakup perubahan personel dan jurisdiksi. Namun, komponen terakhir, pembangunan 

kesepakatan, terdiri dari proses tawar menawar (bargaining), pengelompokan hal-hal (bandwagons), 

dan pembayaran uang jasa (tipping). Agenda setting sangat dipengaruhi oleh faktor politik, terutama 

terkait masalah yang sedang berkembang. Dalam situasi ini, peran elit masyarakat sangat penting 

karena keprihatinan mereka seringkali membentuk keputusan politik dan mempengaruhi masyarakat, 

menyebabkan masalah publik menjadi masalah kebijakan. Kebijakan publik muncul dari aliran 

politik dan kebijakan. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

jenis kualitatif deskriptif. Beberapa fase penelitian menunjukkan ciri-ciri penelitian kualitatif, seperti 

mempelajari masalah dan memperoleh pemahaman mendalam tentang tema utama (Creswell, 2012). 

Dalam penelitian kualitatif ini jenis sumber daya yang akan dihimpun yaitu data primer dan data 

sekunder. Adapun data tersebut akan dikumpulkan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data 

yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Moleong, 2017). Maka, pengambilan data 

primer dilaksanakan dengan wawancara, menggali informasi secara mendalam terhadap informan 

yang terdiri atas Ketua tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya, Anggota Komisi 

D DPRD Kota Surabaya, Staf PISA, Ketua Save Street Child Kota Surabaya dan Masyarakat. 

Observasi untuk mengamati subyek dan obyek penelitian secara langsung yang memungkinkan 

peneliti untuk mencatat perilaku serta kejadian yang telah terjadi sebenarnya, dengan lokasi Pusat 

Informasi Sahabat Anak DP3APPKB dan masyarakat Kota Surabaya. Sedangkan untuk mendukung 

data primer dihimpun melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kota Layak Anak di Kota 

Surabaya, seperti Perwalikota Surabaya, Renstra DP3APPKB periode berjalan, dan berita yang 

berkaitan dengan pelaksanaan KLA di Kota Surabaya.  
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Pengelolaan data dilakukan saat semua data yang telah didapatkan dan terkumpul kemudian 

dilakukan dianalisis secara menyeluruh. Menurut Miles dan Huberman (Mikasih et al., 2024; 

Sugiyono, 2018), peneliti dimunginkan untuk terlibat aktif dalam proses analisis data, memungkinkan 

mereka untuk memahami lebih lanjut tentang hasil penelitian dan pola-pola yang muncul, dan 

memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dan mengembangkan ide-ide selama proses penelitian. 

Penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan adalah teknik analisis data ini. 

. 

HASIL PENELITIAN  

Aliran Masalah (Problem Stream) 

Pada aliran ini Kingdon (2014) mengungkapkan bahwa untuk mengangkat suatu kondisi 

menjadi masalah yang perlu diselesaikan, diperlukan kesadaran bahwa tindakan perlu diambil untuk 

mengatasi kondisi tersebut. Terdapat tiga mekanisme yang dapat mendorong pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan untuk memperhatikan suatu masalah, yaitu indikator, peristiwa, dan umpan balik. 

Mekanisme pertama adalah indikator, dalam hal ini indikator sebagai alat yang digunakan untuk 

menguraikan perubahan dalam situasi yang terjadi dan efek-efek yang ada akibat adanya Kota Layak 

Anak. Di Kota Surabaya kehadiran Kota Layak Anak membawa dampak dari hasil kinerja seluruh 

aktor yang terlibat.  

Pada dasarnya, pemerintah Kota Surabaya sudah mengakomodir masalah KLA dengan 

dimasukannya dalam Renstra DP3APPKB sebagai isu/masalah strategis. KLA pada tahun 2024 

ditargetkan dapat ditangani dan dipenuhi semua unsur indikatornya oleh DP3APPKB (DP3APPKB 

Kota Surabaya, 2023). Namun, pada urusan KLA sendiri, DP3APPKB harus melakukan kolaborasi 

dalam penyelesaian masalahnya.  

Tabel 2. Sasaran Strategis Isu KLA Kota Surabaya 

Indikator Sasaran 

strategis 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase 

penanganan Anak 

Korban Kekerasan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak 

86,84% 89,47% 89,47% 94,73% 100% 

Sumber: DP3APPKB Kota Surabaya (2021) 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wieke selaku Ketua Tim Kerja 

Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya menyampaikan dampak dengan adanya Kota 

Layak Anak di Kota Surabaya, sebagai berikut:  

“Seluruh yang dicapai dalam evaluasi Kota Layak Anak mengedepankan dalam pemenuhan 

hak anak sehingga ketika semua unsur bersinergi dalam mewujudkan kota layak anak” (hasil 

wawancara, 26 Maret 2024 pukul 11.00 WIB). 
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Gambar 2. Wawancara Peneliti Bersama Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kota 

Surabaya 
Sumber: dokumentasi peneliti, 2024 

Kolaborasi dalam pelaksanaan program KLA di Kota Surabaya dilakukan oleh DP3APPKB 

dengan salah satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya. Selaras dengan 

itu, menurut hasil wawancara peneliti dengan Sassy selaku Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Surabaya yang menjadi staf pelayanan terhadap PISA Kota Surabaya menyatakan:  

“Karena DISPUSIP sendiri memiliki peran penting terkait dengan literasi KLA ada beberapa 

dibidang dan element. Dispusip memiliki komitmen untuk bisa mewujdukan Kota Surabaya 

menjadi KLA hingga Paripurna atau istilahnya sempurna dalam bidang literasi” (hasil 

wawancara 2 Mei 2024 13.40 WIB). 

Aspek lain dalam aliran masalah adalah mekanisme peristiwa, peristiwa yang terjadi dalam 

aliran masalah berfungsi untuk mengalihkan perhatian pada isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kota 

Surabaya, sehingga timbul pertanyaan mengapa Kota Layak Anak di Kota Surabaya selalu bertahan 

menjadi Kota Layak Anak kategori utama selama enam tahun berturut-turut. Pada realitanya yang 

terjadi, memang pemenuhan hak merupakan menjadi salah satu prioritas Kota Surabaya. Hal ini 

terbukti dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan 

Pernyataan pertama diusung dari Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB 

Kota Surabaya, beliau mengatakan sebagai berikut:  

“Setiap unsur yang berperan dituntut untuk terus dapat berinovasi dan melakukan 

pengembangan dalam menyediakan apa yang terbaik bagi anak di Kota Surabaya sehingga hal 

tersebut menjadi dorongan untuk bisa terus meningkatkan peran setiap unsur dalam 

mewujudkan kota layak anak” (hasil wawancara). 

 

Gambar 3. Wawancara Peneliti Bersama Ketua Save Street Child (SSC) Kota Surabaya 
Sumber: dokumentasi peneliti, 2024 
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Respon yang diberikan oleh ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB direspon oleh 

Advin selaku Ketua Save Street Child (SSC) Kota Surabaya. Respon tersebut berkaitan dengan 

masalah sarana dan akses yang berkaitan dengan target usaha untuk perlindungan anak, sebagai 

berikut:  

“Secara infrastruktur dan pendidikan sudah sangat baik dan layak mendapatkan predikat Kota 

Layak. Pendidikan dasar yang gratis merupakan pendukung kota layak anak ditambah dengan 

support instansi pendidikan swasta” (hasil wawancara, 25 Maret 2024 16.39 WIB). 

 

Gambar 4. Wawancara Peneliti Bersama Staf Pengelola PISA dari DISPUSIP  

Kota Surabaya 
Sumber: dokumentasi peneliti, 2024 

Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti, disampaikan oleh Sassy selaku Staf 

Dispusip Kota Surabaya yang menjadi staf pelayanan pada PISA Kota Surabaya sebagai berikut:  

“Karena DISPUSIP sendiri memiliki peran penting terkait dengan literasi KLA ada beberapa 

dibidang dan element pada seluruh stakeholder dan OPD yang memiliki peran di Kota 

Surabaya untuk mewujudkan KLA. Dispusip berusaha untuk mewujudkan Kota Surabaya 

menjadi KLA hingga Paripurna bidang literasi.” (hasil wawancara 2 Mei 2024 13.40 WIB) 

Hal sama juga diungkapkan oleh Herlina Selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya 

mengenai perwujudan Kota Layak di Kota Surabaya sebagai berikut: 

“Ini memang tidak lepas dari peran seluruh stakeholder tidak hanya sebatas pada pemerintah 

kota sinergi dengan DPRD, maupun dengan dinas saja tapi ini memang sinergritas dan 

kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada. Satu baik kemudian para kader-kader yang ada 

di masyarakat, karena itu adalah mata maupun kepanjangan kaki tangan semua yang 

memahami wilayah-wilayah sekitar, kedua penggiat dan pemerhati perempuan dan anak, 

kemudian juga ada LSM juga lingkup swasta dan banyak pihak yang terkait. Ini memang butuh 

sinergitas yang luar biasa” (hasil wawancara 30 April 2024, pukul 14.50). 

Umpan Balik adalah mekanisme terakhir dalam aliran masalah (problem stream). Umpan balik 

atau dapat dikatakan sebagai respon dan kendala yang timbul dari pemerintah Kota Surabaya saat 

memandang dampak yang terjadi atas pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Tindakan 

ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan 

rintangan atau hambatan yang mereka hadapi selama pelaksanaan tindakan tersebut berlangsung.  

Sebagai dinas yang bertanggungjawab untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, melalui Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak 
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Anak menyampaikan bahwa respon serta kendala yang dialami instan di terkait pengembangan Kota 

Layak Anak. Terakit hasil observasi yang mendukung Pemenuhan hak anak dan mewujudkan Kota 

Layak Anak di Kota Surabaya adalah hasil dari kolaborasi dan sinergi yang kuat antara berbagai 

pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Inovasi dan komitmen dari setiap pihak 

berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan program ini. Dukungan publik juga 

menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program KLA.  

Aliran Politik 

Situasi daerah (opini dan iklam publik) merupakan mekanisme pertama pada aliran politik. 

Pada situasi daerah dapat memberikan pengaruh kepada agenda pemerintah dan juga tidak jarang 

untuk membawa pemerintah mengambil suatu keputusan. Pada hal ini peneliti menggali informasi 

bagaimana opini masyarakat maupun aktor KLA terhadap kehadiran kebijakan ini. Informasi pertama 

dari Dimas, yang merupakan warga Kota Surabaya yang masih memasuki usia anak saat 

diwawancarai di salah satu fasilitas anak tepatnya di Perpusatakaan Umum Kota Surabaya:  

“Kalo menurutku Kota Surabaya sendiri udah termasuk Kota Layak Anak soalnya Kota Layak 

Anak itu sendiri menurutku yah ada banyak fasilitas untuk anak. Nah Kota Surabaya sendiri 

udah banyak punya fasilitasnya kaya yang sering aku kunjungi di Balai Kota ini si kak ada 

perpustakaan umum sama ada PISA yang disebelah sana” (Hasil wawancara 2 Mei 15.03). 

Selanjutnya dari sudut padang DP3APPKB, yaitu Dicky selaku staf lapangan hak dan 

pemenuhan anak memiliki opini sebagai berikut:  

“Dalam evaluasi KLA yang dilakukan kementerian setiap kabupaten/kota akan mendapatkan 

kategori dan Kota Surabaya selangkah lagi menjadi satu-satunya kota yang akan mendapatkan 

kategori tertinggi dalam evaluasi tersebut. Selain itu, tujuan mewujudkan KLA secara 

menyeluruh adalah bagaimana anak-anak di Kota Surabaya dapat dipenuhi dan dilindungi 

hak-haknya”  

Melalui informan kedua yaitu Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, 

menyampaikan: 

“Jadi Kota Layak Anak memang tentunya kalau kemudian secara umum kita berharapnya 

merupakan kota yang layak untuk anak, aman yang bisa memfasilitasi lingkup kegiatan 

maupun hal yang kemudian terkait kegiatan aktualisasi diri pada setiap anak yang ada di Kota 

Surabaya” (Hasil wawancara 30 April 2024, pukul 14.50) 

Hal sama juga dituturkan oleh Ketua Save Street Children Kota Surabaya yang merupakan 

komunitas yang bergerak di pemenuhan anak bidang Pendidikan, yang menyatakan: 

“Kota Layak Anak otomatis Kota yang Ramah terhadap, Ramah dalam artian sebuah hak anak 

bisa terakomodir di Kota tersebut karena mau bermain bisa bermain. Bagi saya Surabaya 

secara fasilitas dan infrastruktur bisa dikatakan hampir memenuhi untuk segi Kota Layak Anak 

sudah banyak taman banyak perpustakaan bahkan sekarang sudah di dekatkan ke masyarakat 

ke RT/RW mungkin itu sudah bisa menjadi salah satu indikasi bahwa bisa Kota Surabaya Layak 

Anak meskipun ada beberapa anak dari secara hak belum terpenuhi.” 
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Kedua, dalam aliran politik mekanisme selanjutnya adalah kekuatan politik terorganisir. 

Mekanisme ini adalah kekuatan yang mana membuat seseorang atau kelompok berlaku sesuai dengan 

keingingan mereka sehingga keinginan tersebut dimasukkan ke agenda pemerintah. Dalam 

mekanisme ini aktor kekuatan politik mencakup Komisi D DPRD Kota Surabaya, DPP3APPKB Kota 

Surabaya dan Save Street Child Kota Surabaya.  

Untuk melihat bagaimana tiap aktor bisa memberikan intervensi yang bisa memberikan 

pengaruh atas kesepakatan bisa terbentuk, maka pertama penelitian melakukan wawancara kepada 

Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, yang menyatakan:  

“Jika kita amati ada beberapa kasus meninggalnya anak disertai dengan kasus kekerasan 

seksual nah otomatis ini menjadi hal yang berkebalikan dengan niat Kota Surabaya untuk 

menjadi Kota Layak Tingkat Dunia. Nah memang banyak hal yang menjadi faktor hanya saja 

memang kita sama-sama menyadari bahwa PISA maupun PUSPAG masih belum bisa 

menjangkau banyak wilayah. Tidak menutup kemungkinan bahwa terlepas masalah adanya 

PISA ini memang sebelum-sebelumnya memang mungkin akan lebih banyak” (Hasil 

wawancara, 30 April 2024, pukul 14.50 WIB) 

Aliran Kebijakan 

Pada aliran kebijakan (policy stream) terdapat berbagai usulan kebijakan yang berasal dari 

segala praduga yang luas dari pencetus atau komunitas kebijakan sehingga menghadirkan sebuah ide 

atau gagasan yang mengambang dan berkombinasi. Kota Layak Anak di Kota Surabaya 

dikembangkan dengan baik dan kemudian terus beranjak menjadi lebih baik. Maka langkah yang 

ditempuh adalah membuat berbagai alternatif, inovasi dan kebijakan untuk mendapatkan target 

tersebut. 

Analisis dari Perwali Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat 

Anak sebagai komitmen pemerintah Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak untuk memenuhi hak-

hak anak, merupakan hasil evaluasi dan solusi untuk pengembangan Kota Layak Anak di Kota 

Surabaya. Landasan hukum ini menjadi landasan bagi DP3APPKB yang akan menjadi penerima 

mandat pelaksanaan tugas tersebut. Pada Pasal 5 Perwali tersebut tercantum PISA memiliki 7 tugas 

yaitu yang pertama menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak. Tugas kedua, 

menyediakan tempat bermain yang ramah anak. Ketiga menyediakan tempat peningkatan kreativitas 

anak. Kemudian tugas keempat menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah 

anak.  Kelima menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang 

langsung. Kelima menyediakan perpustakaa/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak 

tradisional dan ruang hasil karya anak. Terakhir bertugas melaporkan hasil pelaksanaan PISA 

terhadap gugus tugas KLA. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Herlina selaku Anggota Komisi D DPRD 

Kota Surabaya menyatakan:  
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“Kalo dari saya terkait Kebijakan Perwali Nomor 5 Tentang PISA 2023, bertepatan dengan niat 

Kota Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia atau Internasional. Kita punya informasi anak 

itu termasuk salah satu wujud keseriusan Kota Surabaya Kota Layak Anak Tingkat dunia.” 

 

Gambar 5. Aktivitas di PISA 
Sumber: dokumentasi peneliti (2024) 

Untuk bisa melaksanakan semua tugas tersebut, PISA sendiri melakukan kolaborasi dengan 

beberapa aktor seprti DP3APPKB dan perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya, sesuai dengan 

keterangan dari Sassy selaku staf pengelola PISA berikut ini: 

"PISA tercetus dari dari kolaborasi dengan inisasi hadinya PISA ini menjadi ikon wadanya 

anak-anak untuk curhat atau konseling karena disini juga disediakan kolaborasi dengan 

DP3APPKB dengan adanya psikolog maka hadir pemikiran ke balai pemuda nih mau cerita 

atau curhat. Dan ini juga ternyata diluar mungkin notabennya RS dr Soetomo yang menangani 

anak diseleksia. Mungkin dari hasil observasi ternyata ditujukan diseleksia atau keterlambatan 

belajar dari psikolog tadi yang ada di rumah sakit nah ternyata mereka merujuknya kesini, 

Untuk belajar listerasinya karena disini tidak hanya untuk literasi anak-anak biasa tetapi disini 

juga satu nanugangn dengan perpusa balai pemuda kita juga kalau memang ada anak-anak 

khusus yang membutuhkan penanganan khusus terutama seperti anak-anak diseleksia yang 

butuh belajar non medisnya kita arahkan ke balai pemuda.” 

Lokasi PISA tersebut mudah diakses dan punya fasilitas yang memadai dalam proses layanan. 

Pemerintah Kota Surabaya tersebut fasilitas yang ada juga ramah untuk digunakan bermain oleh anak. 

Terkait kebijakan PISA, hal sama diutarakan oleh instansi yang menangungi Kota Layak Anak yaitu 

DP3APPKB dari Wieke selaku Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut: 

“Adanya dorongan dari pimpinan daerah serta adanya kebijakan berupa Peraturan Wali Kota  

Nomor 5 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang mampu mendorong 

partisipasi seluruh unsur di Kota Surabaya yang juga menjadi Gugus Tugas KLA di Kota 

Surabaya.” (Hasil wawancara 26 April 2024, pukul 11.00 WIB) 

Mengenai kebijakan yang dikeluarkan Kota Surabaya dalam rangka pengembangan KLA, 

program yang telah berjalan sesuai dengan porsinya, selain didukung oleh kerjasama dan komitmen 

berbagai pihak pemerintah maupun nonpemerintah, anggaran juga menempati fokus yang penting 

dalam pengembangan KLA. Anggaran dalam Kota Layak Anak di Kota Surabaya, serius diperhatikan 

oleh stakeholder terkait. Hal ini sejalan yang diutarakan oleh Herlina Selaku Anggota Komisi D 

DPRD Kota Surabaya, sebagai berikut: 
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“Untuk terkait perempuan dan anak kami memang cenderung tidak ada penolakan untuk 

anggaran bahkan terus terang saja kami memang berupaya agar ada anggaran lebih, contoh 

untuk anggaran pendampingan hukum kasus terhadap perempuan ini kita masih belum 

memiliki anggaran yang riil, seringkali pendampingan itu berasal dari pihak LSM dan OBH. 

Contoh Mengenai Anggaran dan konsensus kami semua di DPRD bersepakat dan cenderung 

akan lebih meningkatkan anggaran-anggaran yang terkait dengan pengoptimalan hak-hak 

anak yang ada di Kota Surabaya.” 

Pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya tersebut sejalan dengan 

anggaran kegiatan yang berfokus untuk kegiatan pencapaian indikator Kota Layak Anak di Kota 

Surabaya pada tabel 3. anggaran tersebut terus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan dari 

dinas pengampu dan pendukung untuk menguatkan kegiatan KLA. Hal tersebut merupakan bukti 

nyata komitmen Kota Surabaya dalam mengoptimalkan Kota Layak Anak secara berkelanjutan 

melalui kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya Pencapaian Indikator Kota Layak Anak. 

Tabel 3. Anggaran Kegiatan Pencapaian KLA 

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan 

Tahun Anggaran 

Kegiatan yang Memfasilitasi dalam 

Upaya Pencapaian Indikator Kota Layak 

Anak 

2022 Rp. 1.805.456.456 

2023 Rp. 2.620.449.247 

2024 Rp. 2.631.073.773 

2025 Rp. 2.871.983.922 

2026 Rp. 3.007.490.594 

Sumber: (DP3APPKB Kota Surabaya, 2021) 

Anggaran yang memadai memungkinkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang ramah 

anak, seperti taman edukasi dan bermain, pusat kesehatan, dan tempat-tempat rekreasi. Infrastruktur 

yang baik sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di samping itu 

anggaran yang tersusun membantu memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-

pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan 

memaksimalkan dampak dari berbagai inisiatif yang ada. 

Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak kategori utama telah berkomitmen untuk merancang 

kebijakan yang menekankan pada strategi pengembangan yang tidak hanya berfokus pada 

pembentukan lembaga atau komunitas baru, tetapi juga memandang kolaborasi sebagai sarana untuk 

mengupayakan lembaga dan komunitas yang aktif serta memainkan peran penting dalam 

mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.  Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah 

sinergi antara pemerintah Kota Surabaya dan partisipasi masyarakat lokal.  

 

PEMBAHASAN  

Agenda setting adalah langkah awal dari seluruh proses kebijakan, di mana para pemangku 

kepentingan akan memberikan perhatian khusus dan menempatkan agenda setting sebagai tahap yang 

sangat penting dalam analisis kebijakan. Menurut Dunn (Fika et al., 2023), "Dirasakannya 
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Keberadaan" suatu situasi masalah adalah titik awal tahapan dari agenda setting. Untuk beralih dari 

situasi masalah, diperlukan "pencarian masalah" yang memiliki banyak interpretasi, kemudian 

"pendefinisian masalah" untuk beralih ke permasalahan paradigmatik, atau subtantive. Pada akhirnya, 

spesifikasi masalah harus ditemukan, yang kemudian akan digunakan untuk menetapkan agenda 

kebijakan. Agenda setting diinterpretasikan sebagai tuntutan dari para pembuat kebijakan untuk 

memilih atau merasa perlu melakukan tindakan tertentu. Dalam agenda setting, terdapat ruang 

interpretasi terhadap masalah publik dan prioritas dalam agenda politik untuk diangkat sebagai 

agenda pemerintah. 

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teori aliran-aliran dalam 

penyusunan agenda setting kebijakan yang meliputi aliran masalah, aliran politik, dan aliran 

kebijakan kemudian untuk mendapatkan hasil aliran mana yang lebih mendominasi dalam 

pengembangan KLA di Kota Surabaya. Dalam proses agenda setting, terdapat masalah-masalah 

kebijakan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pandangan para pelaku tentang langkah-langkah 

yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap aliran memiliki perannya masing-masing dalam 

membentuk agenda kebijakan di Kota Surabaya terkait dengan program Kota Layak Anak (KLA).  

Aliran Masalah 

Kingdon (2014) menjelaskan bahwa untuk membuat suatu kondisi dianggap sebagai masalah 

yang perlu diselesaikan, diperlukan kesadaran bahwa tindakan harus diambil untuk mengatasi kondisi 

tersebut. Terdapat tiga mekanisme yang dapat mendorong pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

untuk memperhatikan suatu masalah, yaitu indikator, peristiwa, dan umpan balik. Mekanisme 

pertama adalah indikator, yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam situasi yang 

terjadi dan efek-efek yang timbul akibat adanya KLA di Kota Surabaya. Kehadiran KLA membawa 

dampak dari hasil kinerja seluruh aktor yang terlibat, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja 

Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah 

seperti DISPUSIP, juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Adanya 

ruang yang disediakan oleh DP3APPKB ini menciptakan peluang kolaborasi dalam pelaksanaan 

kebijakan ke depannya (Puspaningtyas et al., 2022; Untari, 2019). 

Mekanisme kedua adalah peristiwa, yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian pada isu yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Realisasi pemenuhan hak anak telah menjadi prioritas Kota 

Surabaya, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pernyataan dari instansi-instansi terkait. Pada 

mekanisme ini didukung dengan adanya pemberitaan dari media sehingga menarik bagi masyarakat. 

Perhatian dari masyarakat ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mendapat dukungan pada 

proses legislasi dan pembahasan (Droz-dit-Busset, 2022). Perhatian harus didapatkan dari berbagai 
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pihak, seperti LSM, swasta, dan masyarakat, juga turut berperan dalam proses program Kota Layak 

Anak. 

Umpan balik adalah mekanisme terakhir dalam aliran masalah. Umpan balik mencakup respon 

dan kendala yang timbul dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap dampak yang terjadi atas 

pengembangan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menjaga sinergi antara 

unsur pemerintahan dan non-pemerintahan dalam setiap program yang mereka jalankan. Selain itu, 

pentingnya dukungan dan partisipasi publik dalam pengembangan Kota Layak Anak juga diakui 

sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Adanya faktor yang menjadi 

pendorong dalam keberhasilan kebijakan, DP3APPKB harus memberikan perhatian secara khusus 

dan spesifik. 

Aliran politik 

Aliran politik merupakan aliran yang tak kalah penting terlibat proses agenda setting 

pengembangan Kota Layak di Kota Surabaya. Hal pertama yang menjadi bagian aliran politik adalah 

situasi daerah. Situasi Daerah (Opini dan Iklan Publik): Opini masyarakat dan aktor terkait 

menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam 

membangun infrastruktur dan layanan yang mendukung statusnya sebagai Kota Layak Anak. 

Pendapat dari berbagai pihak menyoroti pentingnya fasilitas dan layanan yang ramah anak serta 

peningkatan partisipasi anak dalam pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Hal ini selaras dengan yang terdapat pada PermenPPA Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan 

partisipasi anak dalam pengembangan fasilitas anak merupakan hal yang penting untuk memastikan 

bahwa anak-anak memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang 

memengaruhi mereka (Tamura, 2021). 

Kedua yaitu kekuatan politik terorganisir. Berbagai aktor politik seperti Komisi D DPRD Kota 

Surabaya, DP3APPKB Kota Surabaya, dan Save Street Child Kota Surabaya memiliki peran penting 

dalam membentuk agenda pemerintah terkait pengembangan Kota Layak Anak. Kolaborasi 

antarunsur dan fokus pada pemenuhan hak serta partisipasi anak menjadi fokus utama dalam upaya 

mewujudkan Kota Layak Anak secara holistik yang memiliki kepentingnya masing-masing 

(Ramcilovic-Suominen et al., 2019). Dengan kekuatan politik dan terus meningkatkan fasilitas, 

layanan, dan partisipasi anak-anak, Kota Surabaya dapat terus memperkuat statusnya sebagai Kota 

Layak Anak yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang optimal bagi anak-anak di 

wilayah tersebut (Aminpour, 2023). 

Aliran kebijakan 

Aliran kebijakan, berbagai usulan kebijakan dihasilkan dari berbagai praduga yang luas oleh 

para pembuat kebijakan atau komunitas kebijakan dan menghasilkan ide yang beragam yang 
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dikombinasikan untuk mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya dengan baik, bahkan 

terus meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah menciptakan berbagai 

alternatif, inovasi, dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu langkah konkrit yang 

diambil adalah penetapan Perwali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi 

Sahabat Anak pada tanggal 6 Januari 2023. Perwali ini merupakan salah satu bentuk evaluasi solusi 

untuk pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya (Hariyoko et al., 2021). Dalam Perwali 

tersebut, Pusat Informasi Sahabat Anak memiliki sejumlah tugas, seperti menyediakan bank 

informasi yang sehat dan layak anak, tempat bermain yang ramah anak, tempat peningkatan 

kreativitas anak, tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak, fasilitas konseling 

melalui berbagai media sosial atau langsung, serta menyediakan fasilitas perpustakaan/ruang baca, 

permainan edukasi, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak. PISA juga bertugas 

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gugus tugas Kota Layak Anak. 

Mendukung implementasi kebijakan tersebut, PISA melakukan kolaborasi dengan berbagai 

aktor, seperti DP3APPKB dan perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Ini menunjukkan upaya 

bersama dari berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak (Yulianti 

et al., 2019). Selain itu, terdapat komitmen finansial dari pemerintah Kota Surabaya dalam dokumen 

rencana strategis untuk mencapai indikator Kota Layak Anak, yang mencerminkan keseriusan dan 

komitmen dalam pengembangan Kota Layak Anak. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya juga 

menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya ini dengan tidak menolak anggaran terkait dengan 

pemenuhan dan pengoptimalan hak anak dengan meningkatkan anggaran kegiatan pendampingan 

hukum. Ini menunjukkan konsensus dan komitmen dari semua pihak terkait dalam menciptakan 

lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Surabaya (Scott et al., 2019). 

Aliran masalah menampilkan bagaimana suatu kondisi diangkat menjadi masalah yang perlu 

diselesaikan. Dalam konteks ini, pembahasan tentang pentingnya pemenuhan hak anak menjadi fokus 

utama. Indikator, peristiwa, dan umpan balik menjadi mekanisme yang mendorong pemerintah untuk 

memperhatikan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Aliran politik memiliki pengaruh 

opini dan kekuatan politik terorganisir terhadap agenda pemerintah. Opini masyarakat dan aktor 

terkait KLA mempengaruhi arah kebijakan. Melalui intervensi dari aktor politik, seperti Anggota 

Komisi D DPRD Kota Surabaya dan DP3APPKB, agenda kebijakan KLA dapat diperkuat.Aliran 

Kebijakan membahas langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi 

masalah. Contohnya adalah penetapan Perwali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat 

Informasi Sahabat Anak sebagai langkah konkret dalam mewujudkan KLA. Pendanaan dan 

perencanaan strategis juga menjadi bagian penting dari aliran kebijakan ini (Saridar Masri, 2018). 
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Berkelanjutan dari temuan observasi bahwa ada kesadaran yang kuat dari pemerintah dan 

masyarakat Surabaya untuk memprioritaskan pemenuhan hak anak dan pengembangan Kota Layak 

Anak. Berbagai aktor terlibat dalam proses ini, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga LSM 

dan komunitas masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan 

yang aman dan ramah bagi anak-anak di Kota Surabaya. Pada dasarnya, setiap individu memiliki 

kapasitas untuk merumuskan berbagai opsi penyelesaian untuk masalah yang dihadapi, namun tidak 

semua orang mampu memilih dan mengimplementasikan solusi tersebut (Putri et al., 2016; Rauf, 

2021). Opsi penyelesaian merupakan sekumpulan alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, baik pihak pemerintah 

maupun non-pemerintah telah mengajukan berbagai opsi penyelesaian yang beragam terkait dengan 

pengoptimalkan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya (Rangkuti & Maksum, 2019).  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai agenda setting kebijakan 

pengembangan Kota Layak di Kota Surabaya maka peneliti menyimpulkan bahwa aliran agenda 

setting yang lebih mendominasi adalah aliran kebijakan. Pada aliran kebijakan ini, baik pemerintah 

maupun non-pemerintah akan berperan serta dalam memberikan kontribusi solusi untuk 

pengoptimalan Kota Layak Anak, contohnya dengan mengajukan usulan penyediakan tokoh 

penggerak disetiap fasilitas yang tersedia dan penyedian PISA di titik-titik terdekat dengan anak 

hingga ke pinggiran Kota Surabaya. Dalam hal yang sama, aliran masalah dan aliran politik saling 

berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam upaya menemukan solusi terhadap 

pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

agenda setting kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surabaya antara lain ketersedian 

fasilitas dan inovasi pemenuhan hak nak, komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat dan 

keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  
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